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Ditetapkan
STANDAR TanggalTerbit °f 3la ir;as Kesehatan

PROSEDUR 13 Setember 2022
OPERASIONAL

PROSEDUR . Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait
berdasarkan Tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan
dokumentasi

. Petugas melakukan klasifikasi Informasi berdasarkan dafta
Informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan pejabat
PPID

. Petugas melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun Tim
Pelayanan Informasi terhadap Usulan Daftar Informasi hasil wuji
konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi

. Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPDI dipublikasika
kepada masyarakat melalui media website

. Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan
klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi.

Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan
sebagai arsip.

MNIP : 196808072000031006

Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik Meliputi semusz
Informasi Publik dibawah wewenang Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan
infomasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang
dikecualikan atau dengan kriteria tertentu

Untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan
pemutakhiran daftar informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah

Seluruh Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

KEBIJAKAN . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008
. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2013 tentang Pelayananinformasi Publik di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Tengah
Layanan Informasi Publik
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DINKES
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DAFTAR
INFORMASI PUBLIK

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2025

Waktu dan
Jangka Waktu
Ringkasan Pejabat /Unit Yang P:::::E:t:: f::h Tempat Bentuk Informasi Penylglpanan atau
Isi Informasi Menguasai Informasi ang Tersedia
- Penerbitan Informasi ol S Retensi Arsip
Informasi
Profil Kesehatan . Subbag Umum dan .
o . Subbag Umum dan .
Struktur Organisasi Sekretariat Dinkes Kalteng | Hardcopy, Softcopy

LAKIP Dinkes Kalteng Sekretariat Subbag “"”“'f" dan Dinkes Kalteng | Hardcopy, Softcopy Berkala
Kepegawaian
Daftar Urut Kepangkatan : Subbag Umum dan .
n PNS Dinkes Kaltena Sekretariat Kepegawaian Dinkes Kalteng | Hardcopy, Softcopy Berkala
Tupoksi Dinas Kesehatan - Subbag Umum dan .
n Provinsi Kaltena Sekretariat Kepegawaian Dinkes Kalteng | Hardcopy, Softcopy Berkala

K1, K4, Pn, KB, KF1, KF2,|  Bidang Kesehatan Seks! Kesehatan Kellarga | pinkes Kalteng | Hardcopy, Softcopy Berkala
PWSKIA Masyarakat

Jumlah/Angka Kematian Bidang Kesehatan Seksi Kesehatan Keluarga .

Bidang Kesehatan Seksi Kesehatan Keluarga .
-m My arakal dan Gizi Dinkes Kalleng | Hardeopy. Softcopy perkals
n KN1 - KN3 Masvarakat dan Gizi Dinkes Kalteng | Hardcopy, Softcopy Berkala

Jumlah IAngka Kematian . .
Balita Sl fasehaian SeksiKesehatan KelUarg2 | pinkes Kalteng | Hardcopy, Softcopy Berkala
AKABA), AKN, AKB y
| vt | Gt 0" | Dinkes Kalteng | Hardcopy, Softcopy | Berkala |
. Bidang Kesehatan Seksi Kesehatan Keluarga .

SDI-DTK (Stimulasi
Determinasi Intervensi Bidang Kesehatan Seksi Kesehatan Keluarga
Deteksi Dini Tumbuh Masyarakat dan Gizi

Dinkes Kalteng | Hardcopy, Softcopy

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah




Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan Yos Sudarso No 09, Palangka Raya, 73111
Telepon (0536) 4270391 Faksimile 4270381
Laman dinkes_kalteng.go.id Pos-el: dinkes{@kalieng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 07/Sekrt-1/1/2025
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HE N

a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan

informasidan dokumentasi kepada publik di lingkungan Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun Daftar
Informasi dan Dokumentasi Publik vang dikuasai Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar
Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) pada Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah
dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1622);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Pemerintah Nomor ¢6 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 245);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pengklasifikasian Informasi Publik;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik;

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor § Tahun

2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Nomor 62);

. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015

tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2015 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

-3-

Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan divmumkan
sebagimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas
informasi yang wajib dinmumkan serta merta dan informasi
yang wajib disediakan setiap saat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah

Ditantmgars secars cektronik alkeh :
EEPALA NNAS KISEHATAN
PROVINSD KALIMANTAN

Perrbina Utsrrs Madva
K. 19SHEE0T 20000 1 008

Tembusan:

1.

Ketua PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
dan

. Katua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024,

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoog
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Menetapkan :




Dokumentasi Kegiatan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Tengah



Terima
Krasih

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Tengah




